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Abstract'i"i"iry 
is the keyword ofwhen a person can take_legal actions. The parameter ofa person's

'"i" 
*k"n con Le caltid maturid is regulated in the Civil Law and Law concerning

rtouiog". Because there are wo differeni regulations on 
.the 

standard for age of maturity'

hence 
'this 

research is going to ixamine, fi.rst, what is- the definition for ma-turity in

o""ordor"" to the civil iw?'Second, how age timit for maturity set by the civil law? 
,The

DurDoses of this research are to review and ti analyzi the definition of maturity' age limit for
";i;;;,h'J ," iir, ""rr;al 

depiction. Ihis researih uses 
-the 

normative legal research based

)"'- o qi"tn*n""method. The rnethod of reviewing consideration of the judge in determining

*otuiity in each case is examined by the author. In. addition, the author uses a normath)e

i*iii"it approach as a legal res"Lrch conceptualizing law as law in doctrine' namely
'values, 

legi-l nortns, or court decisions. The result of the research shows that.first, maturity

o.'ordini to the civil law is where a person is of age (bulugh) physically and of reasoning

6^" .n ii"l to deliberate between goid and boi. Man e^in this context is a person of 18

y"irc o7 oin in accordance to Article 47 and Article 50 of the Law No. I Year 1974. Second,

';;,;d ;"1he principle of lex spesialis derogat legi c?ler?li and lex posterior derogat legi

pri"rt, ,tii i" ,"oio, iJ th" impletnentation of I-aw No I Year 1975 concerning Marriage
'-ii"i i"g"lr* ^or" 

oi To ily'law even thoigh it is.not strictly mentioned of a person's

lnaturity age, Therefore, ihe age limit for rnaturity can be seen in Law Number I Year 1974'

Keywords: maturity, proficiency, age limit

Abstrak
Kedewasaanmerupakankatakrrnciketikaseseorangitudapatmelakukanperbuatan'hr:kum.
Parameter usia orang dapat dikatakan dewasa ini telah diatur di dalam Undang-undang

HukumPerdatatlanUndang-UndangtentangPerkawinan.Karenaterdapatduapengaturan
yang berbeda tentang ukuran kediwasaan oleh karena itu dalam penelitian ini. akan

membahas, pertama, apa pengerlian kedewasaan menurut hukum p erdata? Kedua' ba.gaimana

batasan usla untuk dapaf dik-xakan dewasa menurut hukum perdata? Tujuan penelitian ini

untuk mengkaji dar menganaiisis pengertian kedewasaan, batas usia dewasa' dan

memberikan gambaran nyata.'Penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normatif

yaag dasar pLghiiu*yu dengan metode kualitatif' Metode yang mengkaji pertimbangan

hakim dalam menentukan keiewasaan dalam tiap kasus yang diteliti oleh penulis' Di

samping itu penulis menggunakan pendekan yuridis normatif sebagai penelitian hukum yang

mengkJnsepsikan hukum sebagai law in doctrine seperti nilai, norma hukum atau putusan

p".rgluail*. Hasil penelitian rienunjukkan bahwa per.tama' kedewasaan menurut hukum

perd"ata adalah keadaan dimana seseorang telah berusia dewasa (bulugh) secara fisik dan

memiliki akal fikiran (mumayyiz) untuk dapat mernpertimbangkan antara yang b-aik dan

buruk. Dewasa dalam konteks ini adalah seseorang yang berusia 18 Tahun menurut Pasal 47

dan Pasal 50 undang-undang No. 1 Tahun 1974. Kedua, berdasarkan pada asas lex spesialis
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derogate legi generali dan Lex posterior derogate legi priori. Dengan dasar bahwa penerapan
undang-Undang No. I Tahun 1975 teirtang perkawinan sebenamya lebih mengatur kepada
hlkum keluarga meskipun tidak secara tegas disebutkan tentang umur orang dikatakan
dewasa. oieh karena itu batasan umur kedewasaan dapat dilihat pada Undang-Undang No. 1

Tahun I 974.

Kata kunci : kedewasaan, kecakapan, batasan usia

A, Pendahuluan

Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan

hukum antara orang yang satu dengan yang lain di dalam kehidupan bermasyarakat, dengan

mengedepankan kepentingan dari perseroangan.r Dengan mengedepankan kepentingan

perseroangan,2 maka keberadaan hukum perdata ini sangatlah penting agar pergaulan

seseorangan itu saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban satu dengan lainnya.r

Hukum perdata di Indonesia merupakan warisan hukum dari zaman Kolonial

Belanda.a Nilai-nilai pada era Hindia Belanda masih sangat kental sejak disahkarurya pada

1948 melalui staatsblad 1874-23.5 Akibatnya terjadi beberapa penafsiran terhadap bagian-

bagian tertentu yang menyebabkan timbulnya perbedaan pengertian dan kedudukan.6 Hal

tersebut tergambar pada parameter kedewasaan seseorang yang memicu lahimya perbedaan

pendapat.T Perbedaan ini terlihat pada konteks kedewasaan, yang dilihat dari sisi usia, atau

kedewasaan seseorang yang dipengaruhi oleh umur seseorang.s

Hal tersebut terjadi karena pernberlakukan hukum perdata yang mengakui beberapa

konsep penerapan hukum terhadap kedewasaan.e pertama, kedewasaan pada konsep hukum

I woerjono J.c.T s imoranglctr, Peladjaran Hukum Indonesia, Tjetakan I t (Jakarta: Grmung Agung, 1962),hal.
126
2 Yaitu hak mempunyai kepribadian sebagai subyek hukum, lihat pada J. satrio, Hukum pribadi Basian I
(Bandung: Citra Aditya bakti, 1999), hal. l5
1 lbid
4 AA sri indrawati Adrwati, Hukum Perdal' (Bali: Fakultas Hukum universitas udayana, 200g), hal. I
5 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, i0O0), hal. 6
6 Ade Maman Suherman dan J Satrio, Penjelasan Hukum Teitang Batasan (Jmur, kecakapan dan kewenangan
bertindak berdasar batasan umur (lakatta: Gramedia, 2010), hal. 1

' Beda pendapat di masyarakat dan mahasiswa, tulisan ini dibuat dengan melihat fenomena mahasiswa fakultas
hukum pada mata kuliah hukum perdata yang memiliki pendapat yang berbeda pada parameter kedewasaan dari
sisi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. 1 2 November 20 I 3

I N-rnerurn Puji Lestari, "Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya
undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", resrs (semarang: program studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008), hal. I
' Abdulkadir Muhammad, Op., Cit., haI. 4l
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perdatabalat,l0kedua'menyutkonsephukumadat,lldanketiga'berdasarkanUndang.

Undang Republik Indonesia.r'? Ketiga konsep hukum di atas ini masing-maslng

menggambarkan istilah kedewasaan yang berbeda satu dengan yang lainya'

SebagaicontohadalahberdasarkanKitabUndang-UndangHukumPerdata

(KUHPerdata) seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau belum

mencapai 21 tahun tapi telah melangsungkan perkawinan.r3 walaupun hingga saat ini telah

ada ketentuan yang baru yang mengatur tentang usia dewasa, tetapi tetap saja belum ada

keseragaman terhadap batasan umur usia dewasa di dalam satu produk hukum untuk konteks

hukum perdata.

Ketentuan baru yang dirraksud di atas adplah ketentuan yang berlaku secara nasional

dan menjelaskan kedewasaan seseorang. Kedewasaan tersebut diukur dengan parameter yang

berbeda dari Pasal 330 pada KUHPerdata. Hal ini terlihat pada undang-undang No. 1 Tahun

1974 Ientaig Perkawinan. Di dalam ketentuan ini, jelas dikatakan bahwa orang dewasa

adalahorangyangsudahberusia18tahun.laLebihjelasnyaadalahanakyangbelum

mencapaiusia18tahunataubelumpemahmelangsungkanperkawinanadadibawah

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaarurya''5

Ketentuanyangsamajugamengaturbahwausia18tahundapatdikatakandewasa.

Ketentuan pada undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatul

tentang usia seseorang dapat dikatakan dewasa. Hal itu terdapat pada Pasal 39 ayat (1)

Undang.UndangNo.30Tahun2004yangmenentukanbahwaseseorangdianggapdewasa

dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah sudah berusia 1 8 tahun''6

Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat BPN juga mengeluarkan ketentuan

yang mengatur batasan usia 21 tahun sebagai patokan kedewasaan seseorang, bahkan BPN

r0 Pemberlakuan hukum perdata barat B.W hanya berlaku untuk sebagian dari penduduk Indonesia 
- -seperti

golonganeropa,timulasingsebagaimanadibacapadaPasal330KUllPerdata(eropa),Staatsblad1924-556
[ti-niutiog Uuiun 

"ina), 
Staatsblad 1924-55? (keturuna'n cina), Staatsblad 1931-54 (pribumi)'

it Huko- idat tidak memakai ukuran usia atau umur didalam penentuan kedewasaan, tetapi lebih berdasarkan

k"paau k"hid,rpan.iil yang tampak dalam artian sudah beketja, sudah mengurus harta benda dan keperluarnya

..ndiri lihu, pudu Soepomi, Hubun Perdata Adot Jawq Barot, cetakan 2, Terjemahan Nani Soewondo (Jakarta:

Djambatan, 1 982), hal. 22
ir"u"ouog-i_loa*g Nasional disini tercerminkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawtnan

13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330
ra Undang-Undlg No.l Tuhun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4? dan Pasal 50 menyatakan bahwa anak yang

masih dib-awah umur 18 tahun masih berada dalam kekuasaan orang tua dan perwalian'
t5 lbid
r6 Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notads
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masih berpegang teguh hingga saat ini.r? Ketentuan ini digunakan untuk perbuatan hukum

seseorang melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

Hal ini berlaku bagi penduduk golongan yang tunduk pada sistem hukum Eropars dan

timur asing bukan Cina.re Sedangkan bagi penduduk yang tunduk terhadap hukum adat

mereka diberlakukan batasan umur 19 atau 20 tahun, hal ini dinyatakan pada "...apabila

seorang Notaris atau PPAT mempergunakan batas umur 19 atau 20 tahun untuk dewasa maka

hal itu dapat diterima sebagai benar".2o Sesungguhnya ketentuan yang dikeluarkan BPN ini

didasari atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dimana ketentuan

tersebut berlaku secara nasional. Walaupun pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

dinyatakan bahwa pelaksanaarurya mendasarkan pada hukum adat.2l

Hukum adat sendiri menerangkan kedewasaan itu bukan dilihat dari sisi usia, tetapi

dilihat dari sisi kemampuan untuk dapat mengurus kepentingannya sendiri.22 Dalam istilah

para sarjana, mereka mengatakan bahwa dewasa itu kalau sudah "kuat gawe". Oleh karena itu

penentuan kedewasaan bukan dilihat dari usia. Dalam beberapa putusan Malrkamah Agung

menyatakan bahwa usia dewasa itu berbeda-beda dari tiap daerah. Ada yang menyatakan usia

15 tahun,r tetapi pada umunnya memutuskan usia dewasa adalah 17 atau 18 tahun sebagai

orang yang dianggap cakap bertindak.2a

Kemudian hukum Islam sendiri mernpunyai pengertian sendiri seseorang itu untuk

dapat dikatakan dewasa. Kedewasaan dalam Islam dimuiai ketika orang sudah memasuki fase

baligh, dimana seseorang telah merniliki kesadaran penuh akan dirinya sendiri dan tanggung

jawab terhadap agamanya.25 Mengingat di Indonesia mayoritas penduduk adalah beragama

Islam, maka kemungkinan besar masyarakat yang beragama Islam harus mematuhi ketentuan

menurut ajarannya yang telah dikodifikasikan.

tt Himpunan Peraturqn Perundangan Pendaftaran Tanah , Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Jilid
2, (Jakarta: Badan Pertanahan Nasional, 1997)
r8 Penduduk yang nrnduk dengan BW berdasarkan ketentuan Pasal 330
le Penduduk teEebut hrnduk pada Staatsblad 1924-556 (timur asing bukan cina), Staatsblad 1924-557
(keturunan Cina)
20 Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Dfektorat Jendera Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah No.Dpt.
7/539/'7.77 diterbttkan pada l3 Juli 1977 bagi mereka yang tunduk pada hukum adat
2r Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agaria
22 Hilman Hadikusuma, Hukum Adqt dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan, Perkqwinqn, Pewansun,
(Bandung: Ciha Aditya Bakti, 1993), hal. l2
23 Lihat pada Putusan Mabkamah Agung No. 53.IOSip/952 tertarggal I Juni 1955, lihat Ade Maman Suherman,
J Satdo, Op.,Ct., hal. 9-11
2a Putusan bagr masyarakat adat Batak, Padang lihat pada Hilman Hadikusuma, Op.,Cit.,hal. 12

'?5 
Abdul Mujib, tftransa-Nuansa Psikologi lslam, Cetakan I (Iakana Raja Grafindo, 2001), hal. 106
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Dari beberapa pemyataan di atas' dapat digambarkan bahwa batasan usla 1tu

tnenentukankedewasaanSeseorang.Ketikaseseorangtelahmemasukiusiatertenfu'makaia

dapat dikatakan dewasa. Tetapi yang menjadi uiasan penulis pada kali ini adalah tentang

ketentuan batasan usia kedewasaan terjadi perbedaan di antara ketentuan hukum' Hal ini

terjadi karena mastng-masrng ketentuan yang mengatur batasan usia manpunyai kewenangan

dan kecapakan untuk melakukan tindakan hukumnya masing-masing'

Dari perbedaan tentang batasan usia kedewasaan ini mempunyai dampak dan

mempengaruhitelhadapputusanHakimdiPengadilanpascaditerbitkanriyaUndang-Undang

yang mengatur usia dewasa' Dari beberapa putusan' para hakim masih terlihat tidak konsisten

dalam memberikan pertimbangan di dalam putu.san' Pertimbangan para hakim masih ada

yang berpedoman kepada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata' dan ada yang

berpegang pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No' 1 Tahun 1974'

Ketidakkonsistenan Hakim dapat dilihat dari putusan dan penetapan yang dikeluarkan

setelahUndang-UndangNo'lTahrrnlgT4diterbitkan.Haltersebutdilihatpada
pertimbangan Hakim dalam menentukan batasan usia dewasa dalam membuat pertimbangan

hukumnya. Bahkan dalam permohonan penetapan seseorang untuk melakukan perbuatan

hukum orang yang belum dewasa, Hakim mernpunyai perbedaan pertimbangan hukum dalam

setiap penetapannya.

Peftimbangan Hakim tersebut dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung No'

1475KJPdt/Igg526 jo Putusan Pargadilan Tinggi Jawa Timur No' 412lPdtl1993tPT'SBY'?? jo

PutusanPengadilanNegeriBanyuwangiNo'3/Pdt'G/1992lBWI'?8'Padaputusaniniseseorang

tergugat berusia 20 tahun digugat melakukan perbuatan melawan hukum dan diminta untuk

membayar ganti keruglan Pada pertimbangan Hakim' tergugat dinyatakan masih berada

dibawah umur, karena masih dibawah usia 21 tahun' Dengan demikian Hakim memutus

orang tua dari tergugat yang harus bertanggung j awab atas kerugian yang dilalarkan anaknya

(tergugat).

Di samping putusan di atas, terdapat 2 penetapan pengadilan yang pertimbangannya

masih berpedoman pada Pasai 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana usia 21

tahun dapat dikatakan dewasa. yaitu pada penetapan pengadilan Negeri Berabai No'

26 Putusan MA tanggal 29 September 1995

" ;;;; i;;.;;eih ringgi surabava tanggal 30 Seprember lee3 
^^

" i"t t"" p""i"aifan Neferi Banyuwangi tanggal 22 Desember 1992
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1 8/Pdt.P/lg8s/PN.Brb'?e dimana penetapan tersebut menguraikan ukuran seorang anak adalah

orang yang belum berumur 21 tahun.

Hal yang sama juga terjadi pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatat No.

120 lP dt.P 12009 lPN.Jak. Sel.ro Hakim memberikan pertimbangan pada permohonan untuk

melakukan perbuatan hukum atas nama anak. Pada pertimbangannya, Hakim berpedoman

pada Pasal 330jo Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana usia 21 tahun

yang dapat dikatakan dewasa.

Pertimbangan yang berbeda terdapat pada putusan Mahkamah Agung No.

1935/WPdt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.

I04|pd|J2005/PT.KT.SMD jo Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.

05/Pdt.G/2005/PN.Trk. Pada putusan tentang gugatan pembatalan atas penjualan aset anak

dibawah umur ini, Hakim memberikan pertimbangan bahwa orang tua tidak diperbolehkan

memindahkan hak yang dirniliki anaknya yang belum berumur 18 tahun. Pertimbangan ini

berdasarkan pada Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Maksud pertimbangan Hakim adalah usia 18 tahun itu masih dianggap tidak mampu

untuk mengurus hartanya sendiri, berarti ia dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan

cakap untuk berbuat hukum. Lebih jelasnya usia 18 tahun masih dikatakan sebagai anak.

Keputusan yang sama terdapat pada putusan Mal*amah Agung No. 477 /I<1Sip./1976

7b Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 41/Pdt11975lPT. Surnsel. Plg 7b Putusan

Pengadilan Negeri Palembang No. 96/Pdt.Gi 1973lPN.P1g tentang gugatan perceraian dan hak

asuh. Pada putusan di tingkat pertama Hakim memberikan pertimbangan bahwa hak asuh dan

memberi nafkah kepada anak hingga usia 21 tahun. Keputusan yang sama juga diberikan

pada tingkat banding. Tetapi pada tingkht kasasi, Hakim memberikan pertimbangan yang

berbeda yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga usia 18 tahun.

Di samping 2 putusan di atas, terdapat 1 penetapan pengadilan yang isi pertimbangan

Hakim menggunakan usia 18 tahun sebagai batasan usia dewasa. Pada penetapan pengadilan

Negeri Jakarta Timur No. 115/Pdt.P/2009/PN, tentang perbuatan hukum atas nama anak

dibawah umur, Hakim memberikan pertimbangan batasan umur 18 tahun pada anak dapat

dikatakan telah dewasa dan cakap. Hal ini berdasarkan pada Pasal 4'7 ayat (1) dan (2)

Undarg-Undang No. 1974 tentang Perkawinan.

2e Penetapan Wali Pengadilan Negeri Barabai tanggal30 Agustus 1985
l0 Penetapan perbuatan hukum atas nama anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 April 2009
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Bahkan ada pertimbangan Hakim yang tidak konsisten walaupun telah mendasarkan

argumennya pada undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-undang No. 30 Tahun

2004. Hal ini dapat clilihat pada penetapan Pengadilan Jakarta Pusat No.

150/Pdt.P/2009/PN.Jakpus. Pada pertimbangannya hakim tetap menggunakan Pasal 330

IGtab undang-Undang Hukum Perdata sebagai batasan usia dewasa yaitu 21 tahun. Hal ini

didasari bahwa pemohon akan melakukan perbuatan hukum di depan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT).

Berdasar unsur-Llnsur putusan dan penetapan pengadilan di atas, rnaka penulis ingin

mengkaji lebih dalam tentang batasan usia kedewasaan inenurut hukum perdata dari sudut

pandang hukum perdata yang berkenaan /engan kedewasaan seseorang sebelufit

diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 7974 datt setelah diterbitkannya.

Berdasarkan latar belakang masaiah tersebut di atas, maka penelitian ini merumuskan

dua rumusan masalah sebagai berikut: p ertarna, apa pengertian kedewasaan menurut hukum

perdata? Kedua, bagaimana batasan usia unhrk dapat dikatakan dewasa menurut hukum

perdata?

Sejalandenganpermasalahantersebut,makapenelitianinibertujuanuntuk:

pertama, mengkaji pengertian kedewasaan di dalam hukum perdata dengan memperhatikan

kepada ketentuan hukum yang mengatur keadaan dewasa seseorang. Kedua, menganalisis

batas usia dewasa di dalam hukum perdata yang tepat di dalam hukum perdata' dan

memberikan gambaran tentang batasan usia dewasa agar dapat mencermati perbedaan

tersebut dengan baik.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mencakup

penelitian asas hukum. Penelitian ini pada dasamya menggunakan metode kualitatif yang

mengkaji tentang pertimbangan hakim pengadilan dalam memutus dan menetapkan usia

kedewasaan seseorang. Dengan fujuan untuk memberikan saran dalam mengatasi

permasalahan.3r

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif

adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai law in doctrine32

yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus

3r sri Mamuclji, et, al., Metode Penelitian dqn Penulisan Hukum (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, 2005), hal. 4
32 Peter Mahmud M r rki, Penelitian Hu,t n, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 35
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pada masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun bahan hukum yang

digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekuder, dan bahan hukum tersier.

B. Pembahasan

B. 1 Pengertian Kedewasaan

Pada prinsipnya kedewasaan adalah suatu fase dimana seseorang itu telah mengalami

perkembangan yang lebih dewasa,33 baik dari segi fisik maupun kekuatanmental serta siap

berproduksi.3a Dilihat dari sisi hukum, kedewasaan ini sangat mempengaruhi seseorang di

dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Karena hal tersebut erat hubungannya dengan

kecakapan seseorang di dalam bertindak.

Salah satu hal seseorang mempunyai kecakapan adalah karena ia telah dewasa. Secara

eksplisit seseorang dapat diakui dewasa bila ia telah mencapai usia tertentu atau karena faktor

umur. Dewasa dalam bahasa belanda adalah voll wassen yang berarti adalah sudah tumbuh

dengan penuh, atau sudah selesai tumbuh.35 Sehingga secara psikologis orang yang telah

tumbuh dewasa mempunyai ukuraa tubuh, kekuatan mental dan siap berproduksi.r6

Orang dikatakan dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal

330 adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak

lebih dahulu telah menikah.3? Usia 21 tahun juga dipergunakan oleh peratuan Badan

Pertanahan Nasioanal (BPN) didalam melalcukan pendaftaran tanah. Walaupun peraturan

tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang

Pokok Agraria yang pelaksanaannya masih menggunakan hukum adat.

Subekti mengatakan dewasa adalah orang yang telah akil baligh dan sehat pikirarurya

sehinga ia dapat cakap bertindak menurut hukum.38 Untuk dapat melakukan itu, seseorang

harus mencapai umur 18 tahun.3q Sedangkan J. Satrio menentukan dewasa ifu dengan

menghubungkan antara kecakapan dan unsur umur seseorang. Karena beliau berpendapat

bahwa seseorang dapat melakukan tindakan hukum jika telah dewasa.ao Jadi seseorang

rshtto://kamusbahasaindonesia.ors/kedewasaan diakses pada Sabnr, 24 Agustus 201 3
14 Ardi Mappiare, Prikologi Orang Dewasc (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), hal. l5
35 Sudjito Danu Saputro, Terjeuahan Kamus Bahasq Belqnda Indonesia (Jakarta: A.L.N. Kramer Sr, 1996), hal.
284-294
16 Arrdi Mappiare, Op., Cit.,hal. 1,5
rTKitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330
38 Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan 11 (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 17
te Subekti! Pokok Hulcum Perdata (lakarta: Intermasa, 1982), hal. 111
a0 Ade Maman Suhermaa, J Satrio, Op.,Cit., hal.38-39
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dinyatakan dewasa jika telah dapat bertindak sempurna menurut hukum yang diketahui oleh

batasan umur.

Hukum Islam juga mengatur tentang dewasa didalam Kompilasi Hukum Islam

selanjutnya disebut KHI pada Pasal 98 ayat (1) yang mengatakan batas usia anak yang

mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat

fisik maupun mental atau belum pemah melangsungkan pemikahan. Lebih jelasnya KHI

menyebutkan bahwa dewasa itu kalau seseorang itu sudah "mampu" atau berusia 21 tahun

(baligh). Dengan kata lain dapat disebut dengan istilah mukallaf, yaitu dewasa dan mampu

berakal sehat.a'

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan lahwa kedewasaan seseorang dilihat dari

pertimbangan akal yang sempuma, bukan pada umumya (bulugh). Karena seseorang yang

telah mencapai usia dewasa belum tentu mernpunyai sifat kematangan pertimbangan akal

(rasyid).a'Hal ini sejalan dengan pendapat Zaini Dahlan, dimana kematangan seseorang itu

diperlukan unhrk menyatakan seseorang itu dewasa. Hal ini sebagai bentuk

pertanggungjawaban dilingkungan sosial dan keluarga, sehingga wajar peraturan perundang-

undangan mencantumkan usia sebagai parametemya walaupun itu berbeda.ol

Telah dijelaskan diatas bahwa dewasa menurut Islam adalah baligh, yakni seseorang

yang sudah sampai pada usia tertentu dan mampu mengetahui segala permasalah serta

tanggungjawab yang dihadapi.e Oleh Karena itu pola pikimya dapat mempertimbangkan

antara yang baik dan buruk.a5 Setelah mampu untuk berpikir (mumayiz), maka seseorang

yang bulugh dapat dimintakan tanggungjawab, dituntut bcrtugas, didalam kehidupan sosial

bermasyarakat (mukal lafl .

Allah berfirman dalam Al- Qur'an surat An-nur ayat (59) yang artinya "dan apabila

anak-anakmu telah sampai umur maka mereka hendaklah minta izin seperti orang yang

sebelum mereka memint a izin". Oleh karena seseor,mg yang telah mukallaf dapat

4r Sulaiman Rasjid, Fiqh Islan (Jakarta: Attahiriyah, 2009), hal' 75
42 Ahmad Azhar Basyir, lsas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: IIII Press, 2004),

hal. 31-32
43 Zaini Dahlan, Frh afat Hukum hlam, Jilid 2 (Iakata: Bulan Bintang, 1981), hal. 182
44 Sho8'un Nahdhah, "Analisis Kontoversi Batas Usia Dalam Syarat Pemikahan (perspektif Syariat lslam Dan

Kompilasi Hukum Islam", Rechtidee Jurnql Hukum, Vol. 6, No. 2 (Madura: Fakultas Hukum Universitas
Trunojoyo, Desember 2010), hal. 60-61
a5 M. Abdul Mujib, Mabruri Tolhab, Kamus Istilah Fiqh (Jakada: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 37
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rnenja.lankan kehidupan sosial bermasyarakat, mematuhi ajaran agarra,as norma, dan

peraturan-peraturan yang ada untuk mencapai kehidupan yang bahagia.aT

Hukum adat juga mengartikan sendiri tentang dewasa, dewasa menurut pakar hukum

adat sedikit berbeda dengan pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum adat

menentukan secara insidental saja apakah seseorang itu dapat dianggap cakap atau tidak

mampu.4E

Djojodigono berpendapat bahwa dewasa adalah orang yang telah mampu hidup

mandiri dan berkeluarga sendiri fawa).ae Dijelaskan lebih lanjut ia menyatakan bahwa batas

antara belum dewasa dan dewasa hanya dapat dilihat dari belum cakap dan cakap melakukan

perbuatan hukum.5o Jadi arah pengertian dewasa menurut hukum adat lebih ditujukan kepada

tindakan kernampuan seseorang bukan pada usia seseorang.

Sebagai contoh adalah hukum adat mengakui seseorang dewasa yang melangsungkan

perkawinan dan memiliki arak, walaupun mereka masih berusia 15 tahun. Sebaliknya

mereka yang dikawinkan dan belum mampu menghasilkan anak karena belum bisa

melakukan hubungan seksual, mereka belum dikatakan dewasa.s'

Imam Soepomo menggambarkan seseorang dianggap dewasa dalam hukum adat

bila:52

a. Kuat gawe (dapat mampu bekeq'a ssendiri);
b. Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat serta

dapat mempertanggunglawabkan segalanya;
c. Cakap untuk mengurus harta benda dan keperluannya sendiri.

Oleh karena itu jelas dinyatakan bahwa para ahli hukum adat tidak menyatakan usia

sebagai parameter kedewasaan seseorang di daiam bermasyarakat, tetapi lebih cenderung

melihat perilaku nyata. Yaitu mampu bekerja sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, dapat

bertanggungjawab, serta dapat memenuhi kebutuhan harta bendanya untuk keperluan

sendiri.53

{ Abdul Mujib, Op., Cit.,hal. 106.
41 zainiDahlaln, Op., Cit., hal. 159-160
48 Abdulkadir Muhammad, op., cit.,hal. 44-45
ae D.lo.lohadikusumo, Asas-Asas Hukum Adat (YogyakNta: Gadjah Mada, 1964), hal. 3l
50 Abdulkadir Muhammad, op., Cit., hal. 44-45
st lbid.
52 Soerojo Wigrrjodipoere, Pengantar dan Asas Hukum Adat (Jakana: CV Haji Masagung, 1987), hal. 104
s3lbid, hal.3t
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8.2. Undang-Undang No. L Tahun 1974 tentang Perkawinan Mengatur Batasan Usia

Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur ketentuan

hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan jelas' Pengaturan itu

dibagidalambeberapamacampembagian.salahsatubagiandalamhukumperdataadalah

mengenai bagian hukum orang dan hukum keluarga pada buku 1 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.sn

PadabagianhukumorangdanhukumkeluargainibatasanusiadiaturpadaPasal330

KitabUndang-UndangHukumPerdata.Ketentuantersebutmenyatakanbahwausiaorang

dikatakan dewasa adalah 21 tahun atau belum mericapai usia 21 tahun tapi telah

melangsungkanperkawinan.Saatinipengaturan;nengenaibatasanusiaseseorangdikatakan

dewasadapatdilihatpadaUndang-Undangyanglebihkhususmengatumyapadabidang-

bidangtertentu.Haltersebutmenjadikanberbagaimacamketentuanusiamenjadibermacam.

macam.

Dari penjelasan sebelumnya diterangkan bahwa undang-undang No' I Tahun 1974

tentang perkawinan mengatur batasan usia. Hai tersebut jelas dinyatakan pada Bab X tentang

Hak dan Kewajiban Antara orang Tua dan Anak Pasal47 ayat (1) yang berbunyi : anak yang

belum mencapai umur 18 (tlelapan belas) tahun atau belum pemah melangsungkan

perkawinanadadibawahkekuasaanorangtuanyaselamamerekatidakdicabutdari

kekuasaarrnya.Padaayat(2)dikatakanbahwa:orangtuamewakilianaktersebutrnengenai

segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan'

Secara khusus Undang-Undang No' 1 Tahun t974 ini mengatur tentang keadaan

seseolangyangmasihdibawahkekuasaanorangtuanyabilaiabelummencapai18tahunatau

sudah menikah. Ketentuan ini menjadi berlaku secara nasional sejak undang-undang itu

diun<langkan. Pada konteks ini, penulis ingin menguraikan bahwa penerapan usia di dalam

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan konteks pada hukum orang dan hukum

keluarga. Lebih tepatnya ketentuan tersebut cenderung kepada hukum keluarga dan

perkawinan. Dimana batasan usia 18 tahun untuk dapat dinyatakan dewasa'

Pemahaman ini dapat diterapkan karena batasan usia pada hukum perkawinan lebih

mengatursecarakhususdaripadaKitabUndang-UndarrgHukumPerdata.Undang.Undang

perkawinan berlaku secara nasional dan ketentuan ini lebih bersifat kepada hukum orang dan

hukumkeluarga.Penulisberkeyakinanbahwasifathukumkeluargadalamhalusiapada

5a J.C.T simorangkir, Woelono, op , Cit"hal' 128
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Undang-Undang Perkawinan lebih khusus dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pada Buku 1.

Penulis berpendapat bahwa penerapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 lebih tepat

mengenai batasan usia dewasa, karena ketentuan ini dibuat pada saat zaman sudah lebih maju

dibandingkan ketika penerapan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.s5

Bandingkan, penerapan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara

umum dimulai pada tahun 1905,56 bagi kalangan timur asing tionghoa pada tahun 1917.

Apabila kita cermati secara umum, kemampuan seorang anak berusia 21 tahun pada zaman

itu tidak akan sama dengan kemampuan seorang anak berusia 18 tahun pada zaman sekarang

ini.

Sebagai gambaran, tingkat pendidikan bagi anak pada talun 1917 masih sangat

terbatas. Hal ini dapat dibuktikan dengaa sekolah-sekolah yang ada pada saat itu tidak

terbuka untuk kalangan umum. Sekolah pada saat itu hanya terbuka bagi golongan Eropa

ataupun dari kalangan bangsawan pribumi. Tidak hanya sekolah, alat penunjang pendidikan

bagi anak juga tidak tersedia.Dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia pada saat itu

masih banyak yang buta huruf.t

Keadaan di atas tidak dapat disamakan dengan anak sekarang yang berusia 18 tahun.

Anak usia 18 tahun pada saat ini wajib mengikuti program wajib belajar, di samping itu

fasilitas penunjang pendidikan sudah sangat maju, dari koran, televisi, buku-buk-u dan alat

elektronik lainnya bahkan ada program komputer di tingkat sekolah dasar. Hal itu yang

kiranya membedakan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap tindakantindakan yang

dilakukan anak sekarang jauh melebihi anak usia 21 tahun pada tahun 1917.

Dari latar belakang argumen di at;, bila melihat kepada ranah psikologis menjadi

sangat patut bila tingkat kedewasaan ditentukan pada usia 18 tahun sesuai dengan Pasal 4'7

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dibandingkan usia 21 tahun pada Pasal 330 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.

5s Tuada, "Perdata, Batasan Umur, Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur",
Makaloh, disampaikan pada Rakemas Mabkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia (Iakarta: 18-22

September 2011), hal. I I
56lbid
sTIbid
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B. 3. Beberapa Putusan dan Penetapan Hakim yang Tidak Konsisten

Pada praktiknya, masih ada beberapa putusan dan penetapan pengadilan yang tidak

konsisten daiam menerapkan ketentuan tentang batasan usia sebagai pedoman Hakim dalam

menentukan seseorang itu dapat dikatakan dewasa's8 Walaupun putusan dan penetapan

Hakim tersebut dibuat setelah diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974' Ada

putusan yang menentukan usra 21 tahun dan ada hakim yang berpedoman pada usia 18 tahun'

Pertimbangan Hakrm yang masih berpedoman pada usia 21 tahun terdapat pada

putusan Malrkamah Agung No' 147 5lWP dtl1g955e io Putusan Pengadilan Tingei Jawl Ti

No. 412Ipdtl1g93lPT.SBY60 jo Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No'

3lp&.Gllgg2lBMl6r pada gugatan ganti rugi' Pada putusan ini dijelaskan seorang tergugat

masih berusia 20 tahun yang digugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah

melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan berusia 15 tahun' Perbuatan itu

dilakuan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan'

Pada putusan tingkat pertarna, tergugat tidak dapat digugat dengan dasar untuk

dimintakan ganti rugr' Pada putusan tingkat banding' Pengadilan Tinggi mernbatalkan

putusan Pengadilan tingkat pertama' dan memberikan putusan bahwa tergugat telah

melakukan perbuatan melawan hukum ctan dapat dimintakan ganti kerugian' Dijelaskan

dalam pertimbangannya, tergugat yang masih berumur 20 tahun dianggap masih dibawah

umur. karena berdasarkan hukum perdata usia dewasa berumur 21 tahun' Atas pertimbangan

tersebut, maka tergugat ll dan III yakni orang tua tergugat di hul"um untuk bertanggung

jawabataskerugianyangditimbulkanolehanaknya(tergugatl).

Di samprng putusan di atas, terdapat 2 penetapan pengadilan yang pertimbangannya

masih berpedoman pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana usia 21

tahun baru dapat dikatakan dewasa' Pertama yaitu pada permohonan penetapan perwalian di

Pengadilan Negeri Berabai No' 18/Pdt'P/1985/PN Brbe di mana permohonan tersebut

menguraikanpertimbanganhakimyangtelahberpedomanpadaPasal50ayat(1)Undang-

Undang No. I Tahun Ig74 tefltangperwalian Di mana seorang anak yang belum berusia 18

tahun dan tidak berada pada kekuasaan orang tua, berada pada kekuasaan wali. Namun hakim

5s Zaelani, "Batas Usia Dewasa Seseorang dalam Melakukan

p"ita-gl"tta*g* ', Jumal Legislasi Indonesia Vol 9 No 4
Perbuatan Hukum Berdasarkan Peraturan

(Jakarta: Kemenlerian Hukum Dan HAM'

Desember 2012), hal. 605 - 620
5e Putusan MA tanggal 29 Sept€mber 1995

* ;il; i;;";ffi; ringgi Surabava tanss"t 30, s^:pI-b:it-?e,3"".
or Punrsan Pengadilan Neseri Ban)ruwafilf 

ffi # ff Xil.:ilr''''n,,t62 Penetaoan Wali Pengadilan Neget
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memberikan pertimbangan selanjutnya tentang pengertian anak bahwa seorang anak adalah

orang yang belum berumur 21 tahun.

Hal ini menimbulkan pertimbangan hakim yang tidak konsisten, di mana

pertimbangan yang pertama mengatakan 18 tahun, tetapi ia menjelaskan pengertian anak

berumur 21 tahun.

Kedua terjadi pada penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

120lPdt.P/2009lPN.Jak.Sel tentang perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur.ui

Hakim menetapkan bahwa pemohon adalah seorang janda dan beserta 4 orang anak. Mereka

masing-masing berusia 36 tahun, 35 rahun,29 tahun dan 20 tahun. pada pertimbangan hakim,

anak keempat yang berusia 20 tahun dinyatakan masih dibawah umur berdasarkan pasal 330

dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat melakukan perbuatan

hukum.

Pertimbangan yang berbeda terdapat pada putusan Mahkamah Agung No.

l935lk?dt/2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi .Kalimantan Timur No.

104lpdtl2005lPT.KT.SMD jo Putusan Pengadilan Negeri rarakan No. 05/pdt.G/2005/pN.Trk

tentang gugatan pembatalan atas penjualan aset anak dibawah umur. Pada putusan ini, hakim

memberikan pertimbangan bahwa orang tua tidak diperbolehkan mernindalrkan hak yang

dimiliki anakanya yang belum berumur 18 tahun. Pertimbangan ini berdasarkan pada pasal

48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Maksud pertimbangan Hakim adalah usia 18 tahun itu masih dianggap tidak mampu

untuk mengurus hartanya sendiri, berarti ia dianggap tidak dapat bertanggung jawab dan

cakap untuk berbuat hukum. Lebih jelasnya usia 18 tahun masih dikatakan sebagai anak,

dimana ia tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Putusan ini kemudian dibatalkan pada putusan tingkat banding, dimana ayah dari

anak tersebut diberikan hak untuk melakukan pengalihan terhadap harta anaknya karena ia

selaku kepala keluarga. Dalam hal ini Hakim pada tingkat banding tidak mernberikan

pertimbangan dasar hukurn parameter usia dewasa.

Pada putusan kasasi, Hakim memutuskan bahwa si ayah tidak berhak mengalihkan

hnta anaknya, karena anak tersebut masih dalam perwalian si penggugat. Artinya masih

dibawah umur dan dalam penguasaan penggugat.

or Penetapan perbuatan hukum atas nama anak Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal l6 April 2009
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I(eputusan yang sama terdapat pada putusan Mahkamah Agung No' 477lWSip'11976

joPutusanPengadilanTinggiSumateraSelatanNo.4|lP&]lg7slPT.Sumsel.PlgjoPufusan

Pengadilan Negeri Palembang N o' g6lPdl'GlI973/PN'P1g tentang gugatan perceraian dan hak

asuh. Pada putusan di tingkat pertama dan tingkat banding hakim memberikan memutuskan

bahwa hak asuh dan memben nafkah kepada anak harus diberikan hingga usia 21 tahun Hal

ini atas pertimbangan hakim bahwa usia 21 tahun masih dibawah umur dan perlu

mendapatkan nafkah. Tetapi pada tingkat kasasi' hakim memberikan pertimbangan yang

berbedayaitunafkahyangdiberikankepadaanakhasiiperkawinanyangputushinggausta

18tahun.PertimbanganHakiminiberdasarkanpadaPasal4TdanPasl50Undang-Undang

No. I Tahun 1974 bahwa kekuasaan orang tua dryr perwalian adalah yang belum berumur 18

tahun, setelah itu dapat dikatakan dewasa'

Di samping 2 putusan di atas, terdapat 1 penetapan pengadilan yang isi pertimbangan

hakim menggunakan usia 18 tahun sebagai batasan usia dewasa. Pada penetapan pengadilan

NegeriJakartaTimurNo.Il5lPdt.Pl2}}glPN.Jaktimtentangperbuatanhukumatasnama

anak di bawah umur, hakim memberikan pertimbangan batasan umur 18 tahun pada anak

dapat dikatakan telah dewasa dan cakap. Hal ini berdasarkan pada Pasal 4"7 ayat (I) dan (2)

Undang-Undang No. 1974 tentang perkawinan'

Bahkanadapertimbanganhakimyangtidakkonsistendibandingkanbeberapa

putusan diatas. Hakim telah mendasarkan argumennya pada Undang-Undang No' 1 tahun

l.974danUndang-UndangNo.30Tahun2004,tetapihakimtidakmenetapkanpertimbangan

tersebut dalam penetapannya' Hal ini dapat dilihat pada penetapan Pengadilan Jakarta Pusat

No. 150/pdt.pi200glpN.Jakpus. Pada pertimbangannya hakim tetap menggunakan pasal 330

KitabUndang.UndangHukumPerdatasebagaibatasanusiadewasayaifu2ltahun.Halinidi

dasari bahwa pemohon akan melakukan perbuatan hukum di depan Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT).

B,4. Kedudukan Undang-Undang No' I Tahun 1974 setelah diundangkan

berdasarkan lex spesialis dan lex posterior

Undang-Undang No. 1 Tahun 19?4 merupakan Undang-Undang yang relatifbaru jika

dibandingJ<an dengan Kitab undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan pada Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 justru mengatur batasan usia dewasa yang berbeda dari Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata' Di mana sebelumnya dasar penentuan usia dewasa adalah
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21 tahun. Dengan lahirnya Undang-Undang ini, masyarakat dan hakim menjadi tidak

sepernahaman dalam menentukan kedewasaan. Karena itu semua tergambar dari tidak

seragamnya putusan-putusan pengadilan mengenai masalah usia dewasa. Hal ini

menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Melihat pada aspek kegunaannya, jelas sekali bahwa hukum sangat penting di dalam

pembangunan dan pengembangan hukum suatu negara. Karena konsep hukum itu sebagai

sarana pembaruan masyarakat, jadi hukum yang ditempatkan tidak boleh terlalu jauh dari

kenyataan di masyarakat. s

Hal ini sejalan pada teori ahli hukum Roscoe Pound yang mengatakan hukum itu

adalah alat untuk memperbarui masyarakat (as a tool of social engineering), atau hukum

sebagai alat untuk kemakmuran dan perkembangan masyarakat.65 Dimana hukum yang dibuat

itu untuk melindungi :66 1. Kepentingaa urnwn Qtublic interest);2. Kepentingan masyarakat

(social interest);3. Kepentingan pibadi Qtrivate interest). Oleh karena itu the point of view

daxi hukum itu adalah menciptakan keadilan bagi masyarakat dengan mengedepankan antara

hak dengan batil.6?

Maksud di atas sejalan dengan ketentuan didalam Undang-Undang No. 10 Tahun

2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Inti dari dikeluarkannya

ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah unhrk melahirkan produk

hukum yang efisien dan efektif.6E Di dalam ketentuan diatas, pernbentukan peraturan

perundang-undangan harus didasari dengan asas hukum.

Asas hukum disini adalah dasar yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat, dan

bertindak didalam pembentukan peraturan perundang-undangan.oeAda beberapa asas yang

dipergunakan sebagai prinsip didalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas

tersebut adalah :?o

o" Darji Damohiha{o daa Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum
Indonesia (lakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 252
65 Lili Rasjidi, D4s4r-Dasar Filsafat Hukum, Cetaknn 5 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 134
66 Darji Damohiharjo dan Shidarta, op.,c4 hal. 130 - 131
67 Johnny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia, 2005), hal.l
68 Eka Saripudin, "Asas-Asas dan Sumber Peraturan Perundang-Undang an", Makalah, Dipresentasikan pada
Mata Kuliah Hukum Perundang Undangan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab
Hukum, UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta: 5 Januari 2013)
6eDepartemen Pendidikan Nasional, r(azrs Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Iakartz: Balai Pustaka, 2002),
hal.70
ToPumadi Purbacaraka, Soeqono Soekanto, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, cetakan ke-3
(Bandung: PT. Citra Aditya Baki, 1989), hd. 7-l I
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1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);

2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi' rnempunvai

kedudukan Yang lebih tinggi Pula;

3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan

perundang-undangan yang bersifat 'tmum (lex specialis clerogat lex generalis);

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatal-kan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terdahulu (Iex posteriori derogate lex periori);

5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;

6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat

mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu' melalui

pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat)'

Dari beberapa asas diatas' secara teoritis hanya beberapa asas yang digunakan

sebagai dasar pernberlakuan undang-undang'?t Asas tersebut adalah :

1. Lex superior derogate legi inferior asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang

lebih tinggi mempunyal derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih

rendah dan mengaflr objek yang sama harus dikesampingkan kecuali apabila substansl

penturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang

ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang rebih rendah.?2

2. Lex spesialis derogate legi generali asas ini mempunyai arti bahwa aturan hukum yang

khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Beberapa prinsip yang terkandung

didalam asas ini adalah :71

a. Ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku' kecuali yang

diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut'

b. Ketentuan hukum khusus harus sederajat dengan ketentuan hukum umum (undang-

undangn dengan undan g-undang)

c. Ketentuan hukum khusus harus berada dalam lingkungan hukum yang sana dengan

ketentuan hukum umum'

7r Devi Darmawan, "Tinjauan Yuridis Penerapan.lt:: .L"1,1qt"1
pidana pemilihan u-o. vung 

^;;;jJ""*ilre', skripsr (Iikana. Fakultis Hukum universitas lndonesta'

2012). hal. 75
iii*ri i""*,,"kum positif Indonesia (yogyakrtat LrI Prcss, 2004), hal. 58

13 ht
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3. Lex posterior derogate legi priori asas ini mengandung makna bahwa ketentuan hukum

yang baru mengesampingkan ketentuar hukum yang lama. Maksudnya adalah undang-

undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sepanjang

mengatur objek yang sama.

Berkaitan dengan asas diatas, asas lex spesialis derogate legi generali merupakan

asas hukum yang sangat menentukan dalam tahap penerapan hukum (applicable). Artinya di

dalam asas tersebut terjadi hubungan langsung dengan penerapan hukum yang tedadi di

masyarakat.Ta Hal ini berpengaruh jika terjadi benturan ataupun pemahaman ganda atas

noma hukum didalam peraturan perundang-undangan.

Asas ini memiliki arti bahwa suatu ketentuan undang-undang khusus itu harus

diberlakukan khusus dan mempunyai unsur-unsur yang bersifat khusus. Jika te{adi konflik

ataupun beda tafsir diantara peraturar perundang-undangan, maka akan diberlakukan

nndang-undang yang memiliki unsur yarg bersifat khusus (sysreza tiche specialiteit).75

Pada konteks tulisan ini, penulis menggambarkan bahwa Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 sebagai hukum yang relatif baru lebih tepat diterapkan untuk menyatakan usia

dewasa seseorang. Hal ini dengan berdasar kepada asas lex spesialis derogate legi generali

d,an lex posterior derogate Iegi priori.

Asas /ex spesialis derogate legi generali diterapkan kedalam nofina yang berkaitan

dengan konteks hukum keluarga. Lebih tepatnya masuk kedalam lingkup kekuasaan orang

tua. Dimana sesorang yang belum dewasa itu masih dalam ranah kekuasaan orang tua.

Kekuasaan orang tua merupakan bagian daiam konteks hukum keluarga yang diatur pada

buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab XIV dan par;al 47 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan

Kekuasaan orarg tua yang diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan

penerapan asas yang lebih tepat untuk digunakan dalam pertimbangan hakim dalam

menentukan kedewasaan. Hal ini didasarkan atas asas lex spesialis derogate legi generali.

Disamping itu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang merupakan peraturan yang lebih baru

dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana peraturan itu lebih

14 lbid
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merepresentasikan usia kedewasaan seseorang saat ini. Dijelaskan penulis sebelumnya bahwa

latar belakang penentuan usia 21 tahun dengan 18 tahun karena melihat unsur pendidikan

anak yang berbeda.

Hal ini bisa dicermati secara umum terhadap kemampuan seorang anak 21 tahun pada

zamanditerbitkannyaKUHPdenganarrakyangberusial8tahunpadazarnanini.Perbedaan

tersebutterletakpadapenunjangpendidikan,tingkatpengetahuanyangdimilikianakpada

zaman dibentuknya KUHP. Berbeda dengan sekarang dimana anak telah berkembang

mengikutl program-program pemerintah yang menunjang pengetahuan dan kecerdasan anak

baik itu dari media elektronik, sosial, pergaulan, kebebasan, dan akses kehidupan yang lebih

bermasyarakat. Itu semua yang kiranya membgdakan tingkat pengetahuan dan kesadaran

terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan anak sekarang jauh melebihi anak usia 21 tahun

pada tahun 1917 saat diberlakukannya KUHP

Dengandasarduaasashukumdiatas,makatepatkiranyajikapemahamanterjadi

penerapan Undang-Undang Perkawinan sebenamya lebih mengatur kepada hukum keluarga'

PatokankedewasaantersebutdapatdenganjelasdisimpulkanpadaPasal4TdanPasal

50Undang-UndangPerkawinan.Dimanausiadewasadapatdinyatakanpadaumurl8tahun,

karenapadaumurtelsebutkekuasaanorangtuadanperwaliarrtelahberakhirpadasaat

seseorang berusia 18 tahun.

C. KesimPulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dilakukan maka dapat

disimpulkan, bahwa: pertama, kedewasaan menurut hukum perdata adalah keadaan dimana

seseorang telah berusia dewasa (bulugh) secara fisik dan memiliki akal fikiran (mumayyiz)

untuk dapat mempertimbangkan antara yang baik dan buruk' Sehingga dia dapat bertindak

untuk hidup sosial bermasyarakat dan mempertanggungiawabkan atas tindakarutya

(muknllafl. Dewasa dalam konteks ini adalah seseorang yang berusia 18 Tahun menurut

Pasal4TdanPasal50Undang-UndangNo.1Tahun1974'Kedua,Berdasatkanpadaasas/ex

spesialis derogate legi generali dan Lex posterior derogate legi priori Dengan dasar bahwa

penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenamya lebih

mgngaturkepadahukumkeluargameskipuntidaksecarategasdisebu&antentangumul

orang dikatakan dewasa. oleh karena itu batasan umur kedewasaan lebih tepat dapat dilihat

pada Undang-Undang No. i Tahun 1974'
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